
 

 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN NGANJUK 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK 

NOMOR 12 TAHUN 2026 

TENTANG 

PENERAPAN SANKSI DAN PEMBERIAN KOMPENSASI DALAM 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK, 

 

 

Menimbang : a.​ bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi Aparatur Sipil Negara yang profesional, disiplin, 

akuntabel, dan bertanggung jawab, perlu dilakukan 

penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di 

lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Nganjuk; 

  b.​ bahwa setiap penerima layanan berhak memperoleh 

perlindungan dan kompensasi apabila pelayanan yang 

diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang 

telah ditetapkan; 

c.​ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Nganjuk tentang Penerapan Sanksi dan 

Pemberian Kompensasi dalam Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Nganjuk; 

 

Mengingat : 1.​ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

2.​ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6547); 

3.​ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6863); 

4.​ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897); 
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5.​ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

6.​ Peraturan  Pemerintah  Nomor  96  Tahun  2012  tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

7.​ Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

8.​ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

826); 
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9.​ Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 

2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 384); 

10.​ Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis 

Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil 

di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

11.​ Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 1312 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis 

Pelaksanaan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENERAPAN SANKSI DAN 

PEMBERIAN KOMPENSASI DALAM PENYELENGGARAAN 

PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN NGANJUK.  

KESATU : Petugas pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Nganjuk wajib memberikan pelayanan sesuai 

standar pelayanan dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

KEDUA : Petugas pelayanan yang tidak melaksanakan pelayanan 

sesuai standar pelayanan dikenakan sanksi berupa: 

a.​ teguran lisan; 

b.​ peringatan tertulis; dan/atau 

c.​ sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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KETIGA : Penerima layanan berhak memperoleh kompensasi apabila 

pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar 

pelayanan yang telah ditetapkan. 

KEEMPAT : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA 

dapat berupa: 

a.​ penyampaian permohonan maaf; 

b.​ prioritas penyelesaian pelayanan; 

c.​ perbaikan atau pengulangan pelayanan; dan/atau 

d.​ bentuk kompensasi lain sesuai ketentuan yang berlaku.  

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan 

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

   

   

Ditetapkan di Nganjuk 

pada tanggal 7 Januari 2026 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN NGANJUK, 

ttd 

KRISTANTO 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN NGANJUK 

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum, 

 

 

 

 

Muhammad Imam Subkhi 

 


